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YANG DI PHK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  

TANJUNG KARANG 
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Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai 

hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. oleh sebab itu, 

pemerintah harus lebih intensif dalam mengawasi masalah ketenagakerjaan ini agar 

dapat mengurangi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak sesuai dengan fungsi 

pemerintah yang terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar gugatan pihak 

pekerja/buruh yang di PHK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang dan bagaimana 

prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan 

uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial Tanjung Karang. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 

dan pendekatan empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yang telah dianalisis secara kualitatif. 

 

Berdasarkan penelitian bahwa, dasar gugatan pihak pekerja/buruh yang di PHK di 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjung Karang adalah hak-hak pekerja/buruh 

yang dimiliki oleh pekerja/buruh setelah di PHK seperti hak atas uang pesangon, hak 

uang penghargaan masa kerja, hak ganti kerugian. Prosedur penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang adalah 

sidang pertama yaitu pembacaan putusan gugatan, sidang kedua yaitu jawaban dari 

tergugat, sidang ketiga yaitu replik, sidang keempat yaitu duplik, sidang kelima yaitu 

pembuktian dari penggugat, sidang keenam yaitu pembuktian dari tergugat, sidang 

ketujuh yaitu kesimpulan, dan sidang kedelapan yaitu putusan hakim. Namun 

sebulum dipengadilan sengketa ketenagakerjaan terlebih dahulu diselesaikan melalui 

bipartit, mediasi atau konsiliasi dan/atau arbitrase. 
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